
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 5 TAHON 2017 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setalah tahun anggaran berakhir; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351). 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Ak:untansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 11 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Ta mbahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

25. Peraturan Pem erintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tela h 
diubah bebera pa ka li terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 1015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5717); 

26. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pen gawasan Penyelenggaraan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2 006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Pen ganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara p engembalian Tunjangan Komunikasi Inten sif dan 
Dana Operasional; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pen erapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia l 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016; 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

35. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 / 2016 
tentang Penggunaan , Pemantau an dan Evalu asi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jornbang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2004 Nomor 45/ E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2007 
(Lembaran Daerah Kabupa ten Jombang Tahun 2007 
Nomor 5 / E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2007 Nomor 5 / E) ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Ta hun 
2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lem baran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 
Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 104); 

40. Pera turan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 
Nomor 15/ A); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Ta hun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Kabupa ten Jombang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 
Nomor 7 / E); 

42. Pera turan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupa ten 
Jombang Tahun 2015 Nomor 14/A) sebagaimana telah 
d iubah dengan Pera turan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 7 / A) ; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pemben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupa ten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 / D). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
dan 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. La poran Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c . Laporan Arus Kas; 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan; 
e. La poran Operasional; 
f. La poran Perubahan Ekuitas; dan 
g. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan 
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan 
Daerah. 

Pasal 2 

La poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp. 2.257.099.357.781,47 

b. Belanja Rp. 2.364 .581.573.271,18 

surplus/ defisit (Rp 107.482.215.489,7 1) 

c . Pembiayaan: 
- Pen erimaan Rp. 337.174.639.047,57 

- Pengel uaran =R=p--"-. --=-1 '--=. 3;..::1:....:;9~. =-10-=-6=-'--=. 5'-4'--4,._._, -=-0=0 
- Pembiayaan Netto Rp. 335.855.532.503,57 
Silpa Rp. 228.373.3 17.013 ,86 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 se bagai beriku t: 
a. selisih anggaran den gan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.22.194.450.680,80 dengan rincian sebagai berikut: 

1) anggaran pendapatan 
setelah perubahan 

2) realisasi 
selisih le bih / (kurang) 

Rp.2.234.904.907.100,67 
Rp.2.257.099.357.781,47 
Rp. 22. 194.450.680,80 

b. selisih anggaran dengan rea lisasi belanja sejumlah 
Rp.(206.069.803 .097,06) dengan rincian sebagai berikut: 
1) anggaran belanja setelah 

perubahan 
2) realisasi 
selisih le bih / (kurang) 

Rp. 2 .570.651.376.368,24 
Rp. 2.364.58 1.573.27 1, 18 
Rp. (206.069.803.097,06) 
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c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 
Rp.228.264.253.777,86 dengan rincian sebagai berikut: 

1) defisit setelah perubahan Rp. (335.746.469.267,57) 

2) realisasi (surplus/ defisit) Rp. (107.482.215.489,71) 

selisih lebih/(kurang) Rp. 228.264.253.777,86 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp.109.063 .236,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1) anggaran penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 337.065.575.811,57 

2) realisasi Rp. 337.174.639.047,57 

selisih lebih/ (kurang) Rp. 109.063.236,00 

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1) anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 1.319.106.544,00 

2) realisasi 

selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 
Rp. 

1.319.106.544,00 

0,00 

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp. 109 .063.236,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1) anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan 

2) realisasi 
selisih lebih/ (kurang) 

Pasal 4 

Rp. 335.746.469.267,57 

Rp. 335.855.532.503,57 
Rp. 109.063.236,00 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b , 
per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp. 2.749.931.874.546,46 
b. jumlah kewajiban Rp. 27.842.526.579,72 

c. jumlah ekuitas dana Rp. 2.722.089.347.966,74 

Pasal 5 

La poran Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf 
c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. saldo kas awal 
per 1 Januari 2016 Rp. 336.445.575.811,57 

b . arus kas dari aktivitas operasi Rp. 256.808.538.582,66 

c. arus kas dari aktivitas investasi 

non keuangan Rp. (364.290. 754.072,37) 

d. arus kas dari 

aktivitas pendanaan Rp. (590.043.308,00) 

e. arus kas dari aktivitas 

transitoris Rp. 0,00 

f. saldo kas akhir 
per 3 1 Desember 2016 Rp. 228.373.317.013,86 
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Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf d m emu at informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif a tas pos-pos laporan keu angan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini yang terdiri dari: 
a. Lampiran I La poran Realisasi Anggaran; 

Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi; 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.5 

Lampiran 1.6 

Lam piran I. 7 

Lampiran 1.8 

Lampiran 1.9 

Lampiran 1.10 

Lam piran I. 11 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah , 
Organisasi, Penda pa tan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, dan 
Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daera h untuk Keselarasan Dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pen gelolaan Keuangan Negara; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 

Daftar Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Lainnya; 

Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan 
Kembali dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya; 

Daftar Dan a Cadangan Daerah; 

Daftar Pinjaman Daeral1 dan Obligasi 
Daerah; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan Atas Laporan Keuangan; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih 
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Pasal 8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: 
a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum da la m La mpiran Vil! 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini; 

b . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ 
Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2016 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 14 Agustus 2017 
BUPATI JOMBANG, 

-
NYONOSUHARLIWIHANDOKO 

Diundangkan di Jombang 
Rada tanggal 1 

~ • ... ~~...a..eu.'"'S 
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TIMUR NOMOR 

D,\HUKUM O\HUKUM O\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2017\STAHUN 2017 Pcrtangjawaban APBD 2016.doc 


